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RINGKASAN 

Putri Setioningtias Estirahayu, Desember 2024. REKONSTRUKSI KONSEP 

PERLINDUNGAN PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL 

RAPE) DALAM UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN 

DALAM RUMAH TANGGA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing 

Prof. Dr. Ifrani. S.H., M.H. 

Pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) termasuk ke dalam tindakan 

kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Aturan ini terdapat 

pada Pasal 8a. Namun bunyi pasal dalam undang-undang ini masih sangat luas 

karena korban yang dimaksudkan adalah semua orang yang menetap di dalam 

rumah. Sedangkan berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti-Kekerasan 

terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) setiap tahunnya korban 

pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) mayoritas adalah perempuan. 

Sebagai undang-undang khusus tentu akan menempatkan Undang-Undang 

PKDRT sebagai acuan utama korban dalam melaporkan tindakan pemerkosaan 

dalam perkawinan (marital rape) yang dialaminya. Namun, menjadi 

permasalahan ketika sebagai hukum khusus justru dapat menimbulkan interpretasi 

yang berbeda dan ketidakjelasan dalam penerapannya karena Undang-Undang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tidak secara eksplisit 

menyebutkan mengenai pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) yang 

dilakukan oleh pasangan dalam ikatan perkawinan. Undang-undang ini tidak 

cukup memadai dalam pengaturannya mengenai pemerkosaan dalam perkawinan 

(marital rape), yang mana pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) 

harusnya mendapat perhatian mendalam. Cakupan yang tidak eksplisit 

menimbulkan adanya kendala dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat 

tentang pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) sehingga akan 

menimbulkan permasalahan yang semakin luas seperti stigma sosial terhadap 

korban yang akan mempengaruhi rendahnya tingkat laporan dan pengaduan, ini 

akan menjadi kekurangan karena penegakan hukum yang tidak efektif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi status perkawinan dalam 

memberikan perbedaan  terhadap penilaian hukum terhadap pemerkosaan dalam 

perkawinan (marital rape) pada suatu kategori tindak pidana. Untuk 

mengidentifikasi idealnya pengaturan tindak pidana pemerkosaan dalam 

perkawinan (marital rape) dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga pada hubungan suami istri.  
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, bertujuan untuk 

menganalisis dan menginterpretasi ketentuan hukum yang terkait dengan 

perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam perkawinan (marital 

rape). Bersifat preskriptif dan teknis atau terapan, yang berarti penelitian ini akan 

memberikan rekomendasi atau saran terkait dengan perlindungan hukum terhadap 

korban pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (statute 

approach) yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum yang terkait 

dengan topik penelitian yaitu terkait perlindungan hukum terhadap korban 

pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape), pendekatan perbandingan 

(comparative approach) dengan membandingkan undang-undang suatu negara 

dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, 

dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang beranjak dari pandangan 

serta doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.  Bahan hukum primer yang 

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahan hukum sekunder 

menggunakan literatur hukum, jurnal, artikel, buku-buku, notulen seminar hukum, 

dan komentar atas putusan pengadilan yang membahas tentang perlindungan 

hukum terhadap korban pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape). Bahan 

hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 

1. Pemenuhan kebutuhan seksual adalah salah satu motivasi utama dalam 

sebuah pernikahan. Namun, arti pernikahan sebenarnya jauh lebih 

kompleks daripada sekadar hubungan seksual. Pelaksanaan hubungan 

seksual harus lahir dari kehendak masing-masing pihak atau dengan dasar 

persetujuan. Suatu persetujuan dapat ditarik oleh yang bersangkutan, dan 

dengan adanya hal itu, pihak lain harus menghargai keputusan tersebut. 

Persetujuan dalam suatu hubungan seksual (sexual consent) ini berbeda 

dengan status hukum atau legalisasi yang diberikan oleh negara. Status 

hukum atau legalisasi hanya lah sebuah pernyataan yang diberikan negara 

berkaitan dengan hubungan hukum kedua belah pihak yang terlibat dan 

kemudian bukan menjadi pernyataan bahwa persetujuan (consent) 

diberikan seutuhnya sejak legalisasi diberikan ataupun sebaliknya. Oleh 

karena dalam hukum pidana, suatu tindakan  dapat digolongkan sebagai 

kejahatan jika tidak tergantung pada unsur-unsur persetujuan. Sehingga, 

dengan adanya status ikatan dalam perkawinan tidak dapat menjadi alasan 

pembenar yang memberikan perbedaan pada suatu penilaian hukum 

mengenai pemaksaan hubungan seksual antara suami dan istri. Tindakan 

pemaksaan hubungan seksual tersebut tetap diakui sebagai suatu tindak 

pidana dalam konteks kekerasan seksual, yang dapat dipahami sebagai 

bentuk tindakan pemerkosaan dalam ikatan perkawinan (marital rape). 
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2. Perlu dipertimbangkan mengenai perbaikan bunyi pasal yang sebelumnya 

general atau umum agar memuat mengenai spesifikasi tindakan-tindakan 

yang tergolong memenuhi kriteria pemerkosaan dalam perkawinan, dapat 

berupa seperti media apa saja yang digunakan selain anggota tubuh, hingga 

batas-batas tindakan pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape). 

Perbaikan pasal ini juga tentu harus memperhatikan pengaturan terkait 

sanksi yang diberikan, memberikan hukuman yang berbeda bagi pelaku 

melihat pada siapa korbannya, hal ini karena kerugian setiap korban tentu 

berbeda-beda sehingga tidak adil bagi korban jika pelaku memeroleh sanksi 

yang sama ataupun lebih rendah dari kerugian yang diperoleh. Penting juga 

dalam pasal ini memuat tentang pengaturan sanksi atas pengulangan 

tindakan pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) agar memberikan 

efek jera bagi pelaku. Pada dasarnya tujuan akhir dari pengaturan dalam 

kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat guna mencapai tujuan 

utama yaitu kesejahteraan kehidupan masyarakat yang sehat dalam 

mencapai keseimbangan. 
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Putri Setioningtias Estirahayu, Desember 2024. REKONSTRUKSI KONSEP 

PERLINDUNGAN PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL 

RAPE) DALAM UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN 

DALAM RUMAH TANGGA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing 

Prof. Dr. Ifrani. S.H., M.H. 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini membahas mengenai pemerkosaan dalam perkawinan (marital 

rape). Pertama, mengenai status perkawinan dalam memberikan perbedaan 

terhadap penilaian hukum terhadap pemerkosaan dalam perkawinan (marital 

rape) dalam suatu kategori tindak pidana. Mengenai suatu persetujuan seksual 

dalam ikatan perkawinan dan kaitannya dengan suatu pemerkosaan dalam 

perkawinan (marital rape) sebagai suatu tindak pidana. Kedua, untuk 

mengidentifikasi idealnya pengaturan tindak pidana pemerkosaan dalam 

perkawinan (marital rape) dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga pada hubungan suami istri. Dengan melakukan 

perbandingan terhadap peraturan pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) 

pada Negara Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk mengetahui perbedaan 

dalam perlindungan hukum yang diberikan, termasuk dalam hal definisi 

pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) dan sanksi pidana nya.  

 

Penelitian ini menyajikan pemahaman terkait pelaksanaan hubungan seksual 

dalam ikatan perkawinan harus lahir dari kehendak masing-masing pihak dan 

dengan adanya persetujuan seksual (sexual consent) yang juga menjadi dasar 

penilaian suatu tindak pidana. Ikatan perkawinan memberikan penilaian hukum 

mengenai pemaksaan hubungan seksual sebagai suatu tindak pidana kekerasan 

seksual sebagai pemerkosaan dalam ikatan perkawinan (marital rape). Selain itu, 

penelitian juga memuat mengenai rekomendasi perbaikan pasal yang sebelumnya 

general atau umum agar memuat mengenai spesifikasi tindakan-tindakan yang 

tergolong memenuhi kriteria pemerkosaan dalam perkawinan, seperti media yang 

digunakan selain anggota tubuh, batas-batas tindakan, perbedaan sanksi bagi 

setiap korban, hingga sanksi atas pengulangan tindakan pemerkosaan dalam 

perkawinan (marital rape). Pada dasarnya tujuan utama dari pengaturan dalam 

kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan 

kehidupan masyarakat yang sehat dalam mencapai keseimbangan. 

 

Kata Kunci (Keywords) : Persetujuan, Pemerkosaan Dalam Perkawinan (marital 

rape), Perlindungan Hukum   
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